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WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALXKOTA KENDARI
NOMOR V3 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

MAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

lENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.3.

4.

WALIKOTA KENDARI,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55
ayat 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badari Layanan Umum Daerah;

bahwa;.:; berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud ^huruf a,. perlu. menetapkan Peraturan
Walikota-Kendari tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kbta Kendari;

Undang-Undang Nomor '6 Tahun 1995 Tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor- 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia-Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diperbarui
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171);

- -

1 . .

--S -

ir u

2



'•r;

'f'i. * .*•» .f-c«'

WALIKOTA KENDARI

PBRATURAN

NOMOR

WALIKOTA KENDARI

TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

MAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

lENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55
ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri T^oinor 61

1 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peratxiran
Walikota Kendari tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Kendari;

1. Uhdang-Undang Nomor 6 Tahuri 1995 Tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);

2... Undang-Undang' Nomor 17 Tahun 2003 tentang
~ Keuangan Negara (Lembarsin Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Noiiior 47, Tambahan
Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.',' UndangrUndang , Nomor 1 .Tahun 2004 tentang
. . Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar^
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, TambaJian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diperbarui
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171);



mem

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NOmor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang.Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahion
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;-

13.- Keputusan- Menteri* "TKesehatan RI Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan

-- Minimal Rumah Saicit ' - V-"---

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota • Kendari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
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-15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 5);

16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2015
tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015
Nomor 16);

17. Peraturan Walikota Kendari Nomor 42 Tahun 2015
tentang Tata Kelola Badan' Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah-Kota Kendari;

MBMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN XTMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KOTA KENDARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

^ran Walikota ini yang dimaksud dengan :
idalah Kota Kendari

—

^ntah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari
Haadalah Walikota Kendari

i^alah Dinas Kesehatan Kota Kendari
|pakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
JSakit milik Pemerintah daerah Kota Kendari yang merupakan
^nunjang Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mendukung

^^aan tugas Pemerintah Kota Kendari di bidang pelayanan

|:Layanan Umum Daerah ^adalah instansi di lingkungan
ikh Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
p^masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
pftanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan
®vitas;
r/Pelayanan Minimal adalah" ketentuan minimal tentang jenis

pelayanaii dasar, yang merupakan urusan wajib daerah yang
piperoleh setiap warga negara .secara minimal;

Pelayanan Rumah Sakit Daerah - adalah penyelenggaraan
San.,- manajemen_>/rumah-. sakit,. -pelayanan medik, pelayanan

jkng dan pelayanan keperawatan* baik rawat inap maupun rawat
|arig minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit;

gan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
:;i>untuk memenuhi kebutuhan: masyaraat dalam kehidupan

lekonomi dan pemerintahan;
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|tqr kineija adalah tolak ukur pelayanan yang diterima oleh
'akat.

|ur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari
fecara teknis medis bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan
|Kendari dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada
;6ta Kendari.

: BAB 11

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

jgaraan standar^pelayanan - minimal bertujuan untuk
jkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat

Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan melalui penerapan
Sieija tertentu sebagai ukuran pelayanan.

Pasal 3

fis dan mutu pemberian pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit
'%erah Kota Kendari, berdasarkan pada standar pelayanan

Pasal 4

cator kineija, mutu dan pemenuhan;. standar pelayanan yang
ppleh setiap petugas pelayanan, sebagaimana tercantum dalam
IPeraturan Walikota ini.

BAB III

PERAN 8BRTA MASYARAKAT

Pasal 5

masyarakat dalam- pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
l^t Umum Daerah Kota Kendari adalah menerima pelayanan,

pendapat berkenaan dengan tingkat kepuasan serta turut
|8ikineija pelaksanaan standar pelayanan minimal.

Pasal6

kt sebagai penerima pelayanan dasar di bidang kesehatan
hakyaitu : , .

a pelayanan kesehatan; yang teijangkau dan
iitiambungan;

|nla pelayanan' manajemen rumah sakit, pelayanan .medik,
lah penunjang dan pelayanan keperawatan yang bermutu dan

Istandar pelayanan minimal.

Pasal 7
. b' • 1-'-.

dasar sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 6 apabila tidak
sesuai ketentuan maka masyarakat dapat melapor sesuai

dan prosedur yang berlaku.,

e£);



BAB IV

Ikanisme pelaksanaan standar pelayanan minimal

Pasal 8

le pelaksanaan standar pelayanan minimal dilaksanakan oleh
lyahan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari
jetentuan sebagai berikut:

ir sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
[t Umum Daerah Kota Kendari menetapkan program dan kurun
|u pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
[lah Kota Kendari;

:ur sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Umum Daerah Kota Kendari melakulcan sosialisasi, diseminasi,

|han, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan
fdar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

T sebagai pimpinan Badan' Layanan Umum Daerah Rumah
I Umum Daerah Kota Kendari melakukan pengkajian dan
(|awasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Daerah Kota Kendari;

r sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Umum Daerah Kota Kendari melakukan Survey Kepuasan

'arakat secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan
lal Rumah Sakit'Umum"Daerah Kota Kendari.

Pasal 9

,ie pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana
|i dalam nasal 8 hams dilaporkan secara berkala kepada Walikota
Juntuk digunakan sebagai monitoring dan ev^uasi secara

ibungan terhadap kineija Badan Layanan Umum Daerah Rumah
lum Daerah Kota Kendari sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ielaksanakan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
lota Kendari.

BAB V

pengorganisasian:_

Pasal 10

: - - - • -

Ita^bertanggungjawab—- terhadap ^ penyelenggaraan Standar

liaiwMihimal'̂ Rumah-Sakit:.Umumj^iDaerah- Kota. Kendari yang
f&al^ oleh Badan Layanan Umumr Daerah Rumah Sakit Umum

M Kota Kendari; 7""'"
genggaraan Standar ^Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum

Kota Kendari dilakukan oleh ^'tenaga dengan kualifikasi dan
itensi yangdibutuhkan. ' - ^ "-
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BAB VI

PBLAKSANAAN

Pasal 11~

minimal yang ditetapkan pada Rumah Sakit Umum
:'Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
;,inerupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian
ran yang telah ditetapkan.

Pasal 12

biayaah pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian target
|ar pelayanan minimal dibebankan pada Pendapatan Rurrlah

Daerah Kota Kendari dan- sumber lain yang sah dan tidak

BAB Vll

PEMBINAAN

Pasal 13

ifKota menfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
fsesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 14

^bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bentuk pemberian
iimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi meliputi :
hgan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai
pelayanan minimal;

jianan rencana keija dan standar kineija pencapaian target
pelayanan minimal;.

In pengukuran kinerja pencapaian target;
iunan laporan kinerja dalam menyelengg^akan pemenuhan
ir Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

-irSABwr
PENGAWASAN

Pasal 15

i^elaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan
iagi masyarakat sesuEii Standar Pelayanan Minimal pada Rumah

Daerah Kota Kendari.

Pasal 16

|;?ien3rusun dan" menyampaikan laporan pencapaian k̂ineija
kesehatan bagi-masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal
it Umum Daerah Kpta Kendari, kepada Menteri Dalam Negeri

IH Kesehatan melalui Gubemur Provinsi Sulawesi Tenggara. ,
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Pasal 17

melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kesehatan bagi masyarakat sesuai standar pelayanan

lyang ditetapkan dalam Peraturan Walikota,
|ig dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal
:^a dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim

|il Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Propinsi secara bferkala.
[pnitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan
^syarakat sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana
lud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan
^kesehatan melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

g^ikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
|aUkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Kendari
;al^-^- 2015

NDARI

gkn di Kendari r—
'S 'i- A i"" 5 •!

;Sf ksja1ak^'
2015

[S DAERAH KOTA KENDARI
r

LOTUNANI

{z -piV.
EEZI-Z,-.

DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 4^


